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INTISARI 
Latar Belakang : ASI Eksklusif adalah memberikan hanya ASI saja tanpa 
memberikan makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berumur 
6 bulan. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 menegaskan bahwa setiap 
ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang 
dilahirkannya. Peraturan lain yang mendukung ASI adalah Peraturan Bersama 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan tentang peningkatan pemberian ASI selama 
waktu kerja di tempat kerja. Pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat 
peraturan tentang pemberian ASI Eksklusif yakni yang tercantum dalam Peraturan 
Bupati Kabupaten Sleman Nomor 38 Tahun 2015. 
Tujuan : Tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan 
Peraturan Bupati Sleman nomor 38 tahun 2015 tentang ASI Eksklusif pada ibu 
bekerja di Kabupaten Sleman. 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian studi 
kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara 
mendalam. Analisis data menggunakan content analysis. 
Hasil : Sosialisasi kebijakan telah melibatkan lintas program dan lintas sektor. 
Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Puskesmas telah mengadakan program 
pendukung kebijakan pemberian ASI Eksklusif. Dukungan dari perusahaan 
terhadap kebijakan ini diantaranya dalam bentuk pemberian waktu cuti 
melahirkan yang sesuai, penyediaan ruang laktasi, dan pemberian waktu untuk 
memerah ASI di perusahaan. 
Simpulan : Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 
2015 tentang Pemberian ASI Eksklusif saat ini mampu menaikkan cakupan ASI 
Eksklusif di Kabupaten Sleman. Akan tetapi, implementasi Peraturan Bupati 
tersebut belum sepenuhnya baik karena masih terdapat beberapa ketentuan yang 
belum terealisasikan sehingga menjadi hambatan untuk memajukan program ASI 
Eksklusif. 
Kata Kunci : ASI Eksklusif, Ibu Bekerja, Kebijakan Peraturan Bupati Sleman       
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ABSTRACT 
Background: Exclusive breastfeeding is giving only breast milk without giving 
other foods and beverages for infants from birth until the age of 6 months. In 
Government Regulation No. 33 of 2012 affirms that every mother giving birth 
must give exclusive breastfeeding to the baby born. Another rule that supports 
breastfeeding is the Joint Regulation of the State Minister for Women's 
Empowerment, Minister of Manpower and Transmigration and the Ministry of 
Health of the increase in breastfeeding during working hours at the workplace. 
The Government of Sleman Regency has made regulations on exclusive 
breastfeeding, which are listed in Sleman Regency Regulations Number 38 of 
2015. 
Purpose: The purpose of this study was to determine the policy implementation 
of Sleman Regency Regulation number 38 of 2015 concerning Exclusive 
Breastfeeding for working mothers in Sleman Regency. 
Method: This study uses qualitative methods and types of case study research. 
Data collection techniques are using observation and in-depth interviews. Data 
analysis uses content analysis and presentation based on collected data. 
Results: Policy of Socialization has involved cross-program and across sectors. 
Departments of Health, Labor and Health Center have held a policy support 
program exclusive breastfeeding.The company's support for this policy includes 
the provision of appropriate maternity leave time, provision of lactation space, and 
giving time to milk breastfeeding in the company. 
Conclusion:The policy implementation of Sleman Regency Regulation Number 
38 of 2015 concerning the Provision of Exclusive Breastfeeding is currently able 
to increase the coverage of Exclusive ASI in Sleman Regency. However, 
implementation of the decree has not been entirely good because there are still 
some provisions that unrealized thus as an obstacle to advancing the program of 
exclusive breastfeeding. 
Keywords: Exclusive Breastfeeding, Working Mothers, Policy Regulations of 
Sleman Regent  
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A. Latar Belakang Masalah 
Tujuan dari pembangunan kesehatan terjadinya penurunan jumlah 
angka kematian bayi. Besarnya kasus kematian bayi terjadi saat usia 28 
hari dalam 1.000 kelahiran hidup (1). Berdasarkan data SUPAS tahun 
2015 menunjukkan kasus kematian bayi sejumlah 22,23/1.000 kelahiran 
hidup, dimana jumlah ini sudah mencapai MDG 2015 sebesar 23/1.000. 
AKB di Sleman (2016) adalah 3,11/1.000 kelahiran hidup. AKB tersebut 
menurun dibandingkan tahun 2015 adalah 3,6/1.000 kelahiran hidup. 
Angka tersebut lebih rendah daripada AKB Propinsi DIY tahun 2016 
sebesar 6,46/1,000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah kematian bayi 
tahun 2017 di Kabupaten Sleman sebesar 4,4/1.000 kelahiran hidup (2).    
Menurut Moascara dalam Sihombing menunjukkan bahwa 2/3dari 
kematian neonatal dikarenakan kondisi bayi sangat lemah. AKB dapat 
dihindari jika ibu dapat memberikan ASI. Pencegahan preventif yang 
efektif untuk menyelamatkan bayi yaitu dengan pemberian IMD dan ASI 
eksklusif (3). Menurut Lasmi dalam Hidayah, ibu menyusui ASI Eksklusif 
hingga 6 bulan. Sesudah pemberian ASI eksklusif, bayi mulai konsumsi 
makanan lain, dan ASI dapat terus diberikan hingga 2 tahun. Dengan 
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berkembangnya zaman, pengetahuan lama seperti menyusui justru 
terlupakan (4).  
Menurut Tridjoko dalam Hidayah, salah satu cara ibu memberikan 
makanan yang baik adalah ASI Eksklusif. Kebaikan ASI membuat 
pertumbuhan bayi menjadi baik (4). Besarnya manfaat ASI Eksklusif 
mendorong pemerintah untuk melindungi hak bayi untuk memperoleh ASI 
ada di UU Nomor 36 tahun 2009 dalam Kesehatan yaitu bayi diberi ASI 
Eksklusif setelah lahir sampai 6 bulan. Selain itu, PP Nomor 33 tahun 
2012 untuk ibu yang menyusui eksklusif bayi yang dilahirkan wajib 
diberikan ASI Eksklusif (4). 
Menkes RI dalam peringatan Pekan ASI Sedunia pada 2018 
menyatakan bahwa beberapa ibu yang tidak mencukupi hak ASI pada 
anak. Terjadi kenaikan cakupan ASI Eksklusif sejumlah 29,5% (2016) 
menjadi 35,7% (2017), namun angka ini terbilang rendah. Menkes RI juga 
menyebutkan seharusnya minimal angka itu harus tembus 50%. 
Rendahnya cakupan pemenuhan hak ASI ini juga dikarenakan peraturan 
yang kurang tegas. Peraturan tersebut di UU Nomor 36 tahun 2009 dan PP 
Nomor 33 tahun 2012 (5). 
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI 
menyebutkan bahwa yang menyebabkan regulasi ini agak teracuhkan 
adalah tidak adanya law enforcement-nya. Beliau juga menyatakan bahwa 
diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk mendukung keberhasilan 
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ASI eksklusif. Mulai dari lintas kementerian hingga pemerintah daerah. 
Hal tersebut terhambat pada kabupaten/kota. Di Indonesia hanya 15 
provinsi dan 514 kabupaten/kota yang telah membuat aturan ASI (5). 
Menurut WHO dan UNICEF, ada 136,7 juta bayi lahir di dunia dan 
hanya 32,6% bayi yang diberikan ASI Eksklusif. Selain itu,bayi yang tidak 
diberikan ASI Eksklusif lebih banyak yang meninggal terdapat pada 
negara industri. ASI Eksklusif dapat menyebabkan turunnya kasus diare 
(53,0%) dan ISPA (27,0%). Pada negara berkembang sejumlah 39% bayi 
yang diberikan ASI eksklusif (6). 
Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2012 sejumlah 
48,6% mengalami kenaikan sejumlah 54,3% pada tahun 2013. Hal ini 
belum mencapai target pemerintah 80%. DI Yogyakarta memiliki 5 
kabupaten didalamnya. Pada tahun 2013, Kabupaten Sleman mempunyai 
jumlah ASI Eksklusif terbanyak sejumlah 80,6%, Kulon Progo 70,4%, 
Bantul 62,0%, Gunung Kidul 56,5%dan Kota Yogyakarta 51,6% (7). 
Berdasarkan aturan SPM no.1457/MENKES/SK/X/2003 tahun 
2010 yaitu bayi yang diberikan ASI Eksklusif sejumlah 80% (4) dan tahun 
2012 bayi yang diberikan ASI Eksklusif di Kabupaten Sleman sejumlah 
70,4% sehingga belum mencapai target 80% (8). Menurut Riskesdas tahun 
2013, bayi yang diberikan ASI Eksklusif di D.I. Yogyakarta yaitu 67,9%. 
Cakupan ASI Eksklusif di Sleman (2016) adalah 71.31% dan (2017) 
adalah 72,15% (9). 
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Berbagai program telah dilaksanakan antara lain : Sosialisasi 
Peraturan Bupati No. 38 tahun 2015, Pembinaan dan Pengawasan program 
di fasilitas pelayanan kesehatan penolong persalinan, Workshop 1000 Hari 
Pertama Kehidupan dan Lomba Ibu ASI. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah Sumber daya 
manusia (SDM) tenaga kesehatan terlatih konselor ASI dan PMBA di 
seluruh UPT puskesmas dan RSUD, Komitmen pengambil kebijakan 
khususnya dukungan anggaran dan kebijakan (Peraturan Bupati  No. 38 
tahun 2015), dan kemudahan mengakses informasi kesehatan serta 
dukungan media promosi dari lintas program (10). 
Menurut Tasya dalam Dewi, adanya Gerakan Nasional 
Peningkatan Pemberian ASI (GNPP-ASI) ditujukan untuk peningkatan 
jumlah bayi yang diberikan ASI Eksklusif. Menurut UU Nomor 23 tahun 
2002 pasal 22 dalam Perlindungan Anak. Keputusan Menkes RI 
No.450/MENKES/IV/2004 mengatur tentang ASI eksklusif. Peraturan lain 
dari 3 Menteri (Pemberdayaan Perempuan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
serta Kesehatan) tentang dukungan  ASI pada ibu bekerja (11).  
Menurut Budiharjo dalam Sihombing faktor yang menggagalkan 
bayi diberikan ASI Eksklusif adalah karakteristik ibu dan bayi, 
lingkungan, motivasi keluarga, informasi kesehatan, sosial dan budaya. 
Menurut Sari dalam Sihombing, di perkotaan banyak ibu bekerja sehingga 
ibu kurang efektif untuk menyusui. Hal ini dikarenakan kurangnya 
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dukungan pada ibu bekerja, seperti tidak adanya pojok laktasi dan 
penitipan bayi. Ada kaitan antara pekerjaan ibu dengan bayi yang 
diberikan ASI Eksklusif yakni dengan hasil ibu tidak bekerja sebanyak 
56,8% memberikan ASI Eksklusif dan ibu bekerja sebanyak 11,8% 
memberikan ASI Eksklusif (3).  
Menurut Fikawati dan Syafiq dalam Anggraini, saat ini ASI 
eksklusif merupakan persoalan penting dan dibuat dalam PP. Proses 
pembuatan PP tentang ASI eksklusif dibutuhkan waktu 5 tahun (12).  
Perbup Sleman No. 38 tahun 2015 terdiri dari 6 bab, 17 pasal dengan total 
29 ayat dan mengatur : 1) Ketentuan Umum; 2) Tata Cara IMD dan 
Pemberian ASI Eksklusif; 3) Ruang Laktasi; 4) Peran Serta Masyarakat; 5) 
Pembinaan dan Pengawasan; 6) Ketentuan Penutup (13). PP tersebut 
dibuat untuk merealisasikan cakupan bayi yang diberikan ASI Eksklusif. 
Karena upaya preventif adalah yang paling murah, walaupun tidak mudah. 
Semua bayi berhak diberikan ASI eksklusif karena sangat bermanfaat (14). 
Penelitian yang dilakukan oleh Nasikhatul Hidayah dari 
Universitas Negeri Semarang di Puskemas Candilama Kota Semarang 
Tahun 2016 menyimpulkan bahwa berdasar segi pelaksanaan tahapan, 
ketepatan tujuan, dan kinerja program masih belum berjalan dengan baik. 
Sasaran dalam pelaksanaan program masih terbatas sehingga tidak optimal 
untuk dapat mencapai target. Faktor yang berpengaruh adalah faktor SDM 
yang dinilai belum cukup memadai dilihat dari sisi kuantitasnya, 
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kurangnya tenaga konselor ASI, keterbatasan dana untuk menunjang 
program, dana diambilkan dari dana BOK gizi, keterbatasan sarana 
prasarana, disposisi berupa pernyataan sikap dukungan dan belum ada tim 
kerja (4). 
Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini Dian dan Mufdlilah, 
peraturan daerah belum baik karena masih ada ketentuan yang belum 
tercapai sehingga menjadi hambatan untuk kemajuan program ASI 
eksklusif diantaranya yaitu pembinaan dan pengawasan di wilayah kerja, 
pembuatan ruang laktasi, donor ASI, penggunaan susu formula. Adanya 
dukungan masyarakat seperti Program Kelompok Pendukung (KP)-Ibu 
cukup dapat membantu berjalannya program ASI eksklusif (12).  
Penelitian yang dilakukan oleh Rini, Martha, dan Anneke yakni 
tentang kebijakan ASI Eksklusif di Provinsi Kalimantan Selatan belum 
terlaksana dengan baik dikarenakan masih lemahnya komunikasi, belum 
ada alokasi dana, tenaga, sarana dan prasarana, disposisi hanya berupa 
pernyataan sikap dukungan dan belum ada tim kerja dari instansi terkait 
serta belum adanya Perda khusus di Provinsi Kalimantan Selatan (15).  
Penelitian yang dilakukan oleh Mentari Kartika tentang kebijakan 
ASI Eksklusif di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya berjalan ke 
perusahaan dikarenakan respon dari perusahaan hanya sebagian kecil yang 
hadir saat proses sosialisasi. Selain itu terdapat beberapa perusahaan yang 
tidak memberi akses kepada Dinas Kesehatan untuk berkunjung ke 
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perusahaan walaupun Dinas Kesehatan sudah bekerjasama dengan 
Disnaker (16).  
Pemerintah telah membuat beberapa peraturan yaitu yang 
tercantum dalam Perbup Sleman No. 38 tahun 2015. Selain itu proporsi 
orang yang bekerja dan yang berusia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten 
Sleman tergolong lebih tinggi yaitu 75%. Sedangkan Kabupaten Bantul 
sejumlah 68%, Kota Yogyakarta sejumlah 68%, Kabupaten Kulon Progo 
sejumlah72% dan Kabupaten Gunung Kidul sejumlah 66%. Oleh karena 
itu, maka peneliti ingin melakukan penelitian terkait implementasi 
kebijakan Perbup Sleman No. 38 tahun 2015 tentang pemberian ASI 
Eksklusif pada ibu bekerja. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu : Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Bupati 
Sleman nomor 38 tahun 2015 tentang pemberian ASI eksklusif pada ibu 
bekerja di Kabupaten Sleman? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
implementasi kebijakan Peraturan Bupati Sleman nomor 38 tahun 
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2015 tentang pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di Kabupaten 
Sleman. 
2. Tujuan Khusus 
a. Mengetahui proses sosialisasi kebijakan Peraturan Bupati 
Sleman nomor 38 tahun 2015 tentang pemberian ASI eksklusif 
pada ibu bekerja oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas wilayah 
Sleman. 
b. Mengetahui program pendukung kebijakan Peraturan Bupati 
Sleman nomor 38 tahun 2015 tentang pemberian ASI eksklusif 
pada ibu bekerja oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas wilayah 
Sleman. 
c. Mengetahui jumlah ibu bekerja yang memberikan ASI 
Eksklusif di perusahaan wilayah Sleman 
d. Mengetahui pengetahuan ibu bekerja tentang penggunaan susu 
formula di perusahaan wilayah Sleman 
e. Mengetahui penggunaan dan promosi susu formula oleh tenaga 
kesehatan di Kabupaten Sleman. 
f. Mengetahui sanksi administratif di dalam Peraturan Bupati 
Sleman nomor 38 tahun 2015 tentang pemberian ASI eksklusif 
pada ibu bekerja yang berlaku dan dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan ke Puskesmas dan perusahaan di Kabupaten Sleman. 
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g. Mengetahui evaluasi dari Dinas Kesehatan atas implementasi 
Kebijakan Peraturan Bupati Sleman nomor 38 tahun 2015 
tentang pemberian ASI Eksklusif pada ibu bekerja di 
perusahaan wilayah Sleman. 
h. Mendeskripsikan bentuk dukungan perusahaan atas kebijakan 
Peraturan Bupati Sleman nomor 38 tahun 2015 tentang 
pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di Kabupaten 
Sleman. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritik 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
dan bermanfaat bagi pembaca serta sebagai acuan bagi peneliti 
selanjutnya tentang kebijakan Peraturan Bupati Sleman nomor 38 
tahun 2015 terkait dengan implementasi dan program pendukung dari 
Dinas Kesehatan Sleman dan Puskesmas wilayah Sleman. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 
informasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam 
melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan implementasi 
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kebijakan Peraturan Bupati Sleman nomor 38 tahun 2015 di 
Puskesmas wilayah Sleman dan perusahaan wilayah Sleman. 
b. Bagi Dinas Tenaga Kerja 
Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu 
instrumen pengawasan tentang penerapan dan pelaksanaan 
kebijaksanaan Peraturan Bupati Sleman nomor 38 tahun 2015 
dengan dukungan perusahaan terhadap pemberian ASI eksklusif 
bagi ibu bekerja di wilayah Sleman.  
c. Bagi Puskesmas wilayah Sleman 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi 
bagi Puskesmas wilayah Sleman untuk memaksimalkan 
pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) terkait program 
pendukung kebijakan Peraturan Bupati Sleman nomor 38 tahun 
2015 di Kabupaten Sleman. 
d. Bagi Perusahaan wilayah Sleman 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 
informasi dan upaya untuk meningkatkan kepedulian perusahaan 
dalam penerapan kebijakan Peraturan Bupati Sleman nomor 38 
tahun 2015 serta ikut mendukung program pemberian ASI 
eksklusif bagi ibu bekerja di wilayah Sleman. 
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E. Keaslian Penelitian 
 
Tabel 1. Keaslian Penelitian 














(Jurnal Kebidanan dan 
Keperawatan, Vol. 11, 
No. 2, Desember 
2015: 96-102) 
Implementasi Peraturan Daerah Kota 
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemberian ASI eksklusif saat ini mampu 
menaikkan cakupan ASI eksklusif  Kota 
Yogyakarta. Akan tetapi peraturan daerah 
tersebut belum dapat dikatakan baik karena 
masih terdapat beberapa ketentuan yang 
belum terealisasikan sehingga menjadi 
hambatan untuk kemajuan program ASI 
eksklusif.  
Prosedur pengumpulan 




adalah di Kota 
Yogyakarta. 
Subyek penelitian 
adalah ibu menyusui 
















Mahasiswa dan Staf 
Kabupaten Kebumen merupakan salah satu 
Kabupaten yang belum mempunyai suatu 
kebijakan daerah tentang ASI Eksklusif. 
Proses komunikasi di Dinas Kabupaten 
Kebumen sudah berjalan, melibatkan lintas 
Prosedur pengumpulan 
data dengan wawancara 
mendalam (indepth 
interview) 




















Journal) Volume 2, 
Nomor 1, Januari 
2014]. 
program dan lintas sektoral. Metode yang 
digunakan ada pertemuan dan diskusi. 
Intensitas dari proses komunikasi belum 
rutin akan tetapi isi dari komunikasi dinilai 
sudah cukup jelas dan tidak berubah-ubah. 
Belum ada juga suatu petunjuk pelaksanaan 
operasional yang dibuat oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kebumen tentang 
ASI Eksklusif. Belum adanya suatu payung 
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Banjarmasin. 
(Jurnal Manajemen 
Implementasi kebijakan pemberian ASI 
eksklusif bagi ibu bekerja di Provinsi 
Kalimantan Selatan belum terlaksana 
dengan baik karena masih lemahnya 
komunikasi, belum ada alokasi dana, 
tenaga, sarana prasarana, disposisi hanya 
berupa pernyataan sikap dukungan dan 
Prosedur pengumpulan 
data dengan wawancara 
mendalam (indepth 
interview) 
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belum terbentuk kelompok kerja dari ketiga 
instansi terkait dalam  pelaksanaan 
kebijakan pemberian ASI eksklusif bagi ibu 
bekerja serta belum adanya Peraturan 
Daerah khusus tentang ASI eksklusif  di 
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Anwar, dan Mentari 
Kartika.  
Program Studi Gizi, 
Fakultas Ilmu-ilmu 
Kesehatan, 
Universitas Alma Ata. 
(Jurnal Riset Daerah, 
Vol. XVI, No.3, 
Desember 2017)  
Implementasi kebijakan belum sepenuhnya 
berjalan ke perusahaan karena respon dari 
perusahaan hanya sebagian kecil yang hadir 
saat proses sosialisasi. Selain itu terdapat 
beberapa perusahaan yang tidak memberi 
akses kepada Dinas Kesehatan untuk 
berkunjung ke perusahaan yang walaupun 
Dinas Kesehatan sudah bekerjasama 
dengan Dinas Tenaga Kerja dan 
Administrasi. 
Prosedur pengumpulan 
data dengan wawancara 
mendalam (indepth 
interview) 
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